











d. Prinsip logis dan meyakinkan, adalah penyelenggaraan tata naskah dinas
secara runtut, logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap
dan efektif.














































nota dinas;
nota pengajuan konsep naskah dinas;
lembar disposisi;

telaahan staf;
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laporan; dan
g. daftar hadir.
(2) Kepala Bagian, kepala Bidang di lingkungan Perangkat Daerah atas nama

kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas :

a. surat biasa;

surat keterangan;
surat perintah;
nota dinas; dan
daftar hadir.
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Pasal 28

(1) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi di lingkungan Perangkat
Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas :

a. nota dinas;

b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
c. telaahan staf; dan

d. laporan.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi di lingkungan atas
nama Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah
dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (3) terdiri atas:

a. nota dinas; dan
b. daftar hadir.

Pasal 29

Camat berdasarkan atas pelimpahan dan kewenangan jabatannya
menandatangani naskah dinas yang materinya memuat kegiatan tugas pokok
dan fungsinya yang bersifat informasi dan koordinasi dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri dari :

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

surat perjanjian;

surat perintah tugas;

surat perintah perjalanan dinas;
surat kuasa;
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surat undangan;
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J. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;

1. nota dinas;

m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
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BAB VII
KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Jenis
Pasal 43

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo terdiri

atas :

a. Kop naskah dinas jabatan; dan

b. Kop naskah dinas Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Bentuk dan Isi
Pasal 44

(1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a
untuk Bupati/Wakil Bupati menggunakan lambang negara berwarna hitam
dan ditempatkan di bagian tengah atas.

(2) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a
untuk Ketua DPRD menggunakan Lambang Daerah.

(3) Kop naskah dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
huruf b memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, nama Perangkat
Daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos
serta menggunakan lambang daerah.

(4) Kop naskah dinas UPTD memuat sebutan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,
nama dinas/badan, nama UPTD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon,
nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos serta menggunakan lambang
daerah.

Bagian Ketiga
Penggunaan
Pasal 45

(1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), digunakan
untuk naskah dinas yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati.

(2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), digunakan
untuk naskah dinas yang ditandatangani Ketua/Wakil Ketua DPRD.

(3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), digunakan
untuk naskah dinas yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah yang
bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), digunakan

untuk naskah dinas yang ditandatangani Kepala UPTD yang bersangkutan
atau pejabat lain yang ditunjuk.
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C.

d) Bagian akhir Peraturan Daerah terdiri atas :
— Sebelah kanan bagian bawah :
o Nama tempat ditetapkan;
Tanggal, Bulan dan Tahun ditetapkan;
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Nama Jabatan Bupati Ponorogo;

o
o Tanda tangan pejabat;

o Nama jelas; dan

o Stempel jabatan.
- Di bawah sebelah kiri berturut-turut ditulis :

o Diundangkan dalam Lembaran Daerah;

o Menyebutkan Nomor, Tahun dan Seri;

o Tanggal diundangkan; dan

o Tambahan Lembaran Daerah Tahun, Nomor.
— Untuk salinan ditulis :

o Disalin sesuai dengan aslinya;

o Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo atau a.n.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; dan

o Nama Pejabat, Pangkat dan NIP.

Penandatanganan autentifikasi dan penggunaan kop naskah
dinas.

1)

2)

3)

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo ditandatangani oleh
Bupati Ponorogo.

Autentifikasi  Peraturan Daerah  Kabupaten Ponorogo
dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Ponorogo.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo dibuat di atas
kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah
dinas Bupati dengan Lambang Negara warna hitam.

Bentuk NASKAH DINAS PERATURAN DAERAH, sebagaimana
tertera pada halaman berikut :
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PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
NAMA PERANGKAT DAERAH

3 || I, , Nomor...... Telp. ..... , Fax. ...., Email......
......................... Kode Pos........
PONorogo, .....cccvveevvvenns
Kepada
Nomor - Frisnnal s senan Vil sonvinoimins Mueumms Hepomens sromsus
Sifat T
Lo - o B O R ymm—m——
Perihal A —— di -
NAMA JABATAN PIMPINAN
PERANGKAT DAERAH
NAMA JELAS
Pangkat
NIP,
Tembusan
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9. SURAT IZIN.
a. Pengertian.

Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap
suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

b. Susunan.
1) Surat Izin terdiri atas :
a) Kepala Surat Izin;
b) Isi Surat Izin; dan
c) Bagian akhir Surat Izin.
2) Kepala Surat Izin terdiri atas :

a) Tulisan “Surat Izin” yang ditempatkan di tengah lembar
isi naskah dinas;

b) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor
panjang ditempatkan di bawah tulisan “Surat Izin”;

c) Tulisan “Tentang”; dan

d) Perihal Surat Izin ditempatkan di bawah tulisan “Tentang”
dengan huruf besar (huruf Balok).

3) Isi Surat Izin dirumuskan dalam bentuk uraian.
4) Bagian akhir Surat Izin terdiri atas :
a) Nama tempat dikeluarkan Surat Izin;
b) Tanggal, Bulan dan Tahun;
c¢) Nama jabatan yang mengeluarkan Surat Izin;
d) Tanda tangan pejabat yang memberi Izin;

e) Nama jelas pejabat yang memberi Izin (selain Bupati
ditambah pangkat dan NIP);

f) Stempel jabatan/satuan kerja perangkat Daerah; dan
g) Tembusan.
c. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas.

1) Surat Izin yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati
dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop
naskah dinas “Bupati” dengan lambang negara berwarna
hitam.

2) Surat Izin yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat di atas kertas
ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas
Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

3) Surat Izin yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas
kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah
dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

d. Bentuk NASKAH DINAS SURAT PERINTAH, sebagaimana
tertera halaman berikut :
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10. SURAT PERJANJIAN.
a. Pengertian.
Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi suatu
kesepakatan bersama yang mengikat antara pihak-pihak

tertentu untuk melakukan tindakan/ perbuatan hukum yang
telah disepakati bersama.

b. Susunan.

1)

2)

3)

4)

Surat Perjanjian terdiri atas :

a) Kepala Surat Perjanjian;

b) Isi Surat Perjanjian; dan

c) Bagian akhir Surat Perjanjian.
Kepala Surat Perjanjian terdiri atas :

a) Tulisan “Surat Perjanjian” yang ditempatkan di tengah
lembar naskah dinas;

b) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor
panjang menurut keperluan;

c) Tulisan “Tentang’; dan

d) Nama judul Surat Perjanjian.

Isi Surat Perjanjian terdiri atas :

a) Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun serta tempat pembuatan;

b) Nama, Pangkat, NIP (bagi PNS), Pekerjaan dan Alamat
pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian;

c) Obyek yang diperjanjikan hak dan kewajiban dari masing-
masing pihak;

d) Sanksi hukum; dan

e) Penyelesaian perselisihan.

Catatan : Jika dianggap perlu bahwa uraian dapat
disusun dalam pasal dan ayat.

Bagian akhir Surat Perjanjian terdiri atas :

a) Tulisan “PIHAK ke ....” Yang membuat perjanjian;
b) Nama jabatan pihak-pihak yang terlibat

c) Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat;

d) Materai,

e) Nama jelas pihak-pihak penandatangan;

f) Pangkat dan NIP bagi PNS; dan

g) Saksi-saksi (nama jelas dan tanda tangan).

c. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas.

1)

3)

Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil
Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas “ Bupati” dengan lambang
negara berwarna hitam.

Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah atas nama Bupati dan atas wewenang
jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan
menggunakan kop naskah dinas Sekretariat Daerah
Kabupaten Ponorogo.

Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas
kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah
dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.
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LAPORAN PERJALANAN DINAS

I. DASAR

II. MAKSUD TUJUAN

III. WAKTU PELAKSANAAN
IV. NAMA PETUGAS

V. DAERAH TUJUAN/INSTANSI
YANG DIKUNJUNGI

VI. HADIR DALAM PERTEMUAN

VII. PETUNJUK/ARAHAN YANG
DIBERIKAN

VIII. MASALAH /TEMUAN
IX. SARAN TINDAKAN
X. LAIN - LAIN
POmiemige;: «vvesammsemnsissiees
PELAPOR

NAMA JELAS
NIP.

Catatan :

Bila petugas lebih dari satu orang, maka yang
menandatangani Laporan Perjalanan Dinas
ini adalah petugas yang dianggap paling ber-
tanggung jawab.
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PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

J1. Aloon-aloon Utara No 9 Telp. (0352) ......... Fax. (0352) ........ Email e
PONOROGO KodePos 63413

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : ...... ! pm— S ! R
Bupati Ponorogo berdasarkan PP Nomor .... Tahun ...... , dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ..Tahun ... dan
ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa
Nama T ———— e
Tempat/tanggal lahir O F J———CE S
NIP/NRP s mesaesceannys SSSREFREERYFARS, SESANRR RS T R AR i, s £
Pangkat / Gol. Ruang R
Pas foto 4X 6 Jabatan e
Instansi e R SNSRI, SRR AN, £aSAEE
LULUS
Kualifikasi R R
Pada Pendidikan dan PRlatiBBIY sseisacensrns sonnasy wamwens Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawalan,
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo dari tanggal ......cooooeee sampai dengan ............. yang meliputi .........

PONOTOZO, sxssereenrasnssssssanssesssassoesiniss

a.n. BUPATI PONOROGO
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo

NAMA JELAS

Pangkat
NIP.
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